SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR111TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan

1.

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Kendal dengan diterbitkannya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
&
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Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950
Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta,

). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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10.

L1,

12.

13.

14,

2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157}

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor
6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 157});

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor & Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 200);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 75 Seri D No. 26) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor };

Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
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serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal
(Berita Daerh Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KENDAL,

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kendal Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Kendal (Berita Daerh Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 20) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Kepala UPTD Balai
Latihan Kerja mempunyai rincian tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTD Balai
Latihan Kerja berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai
lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

d. melaksanakan Training Need Analysis (TNA) sesuai
dengan kebutuhan dunia usaha, industri dan kluster
dalam bentuk program dan kegiatan pelatihan;

e. melaksanakan sosialisasi program dan kegiatan

melalui media dalam dan luar ruang seperti media
sosial dan aplikasi SISNAKER;
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menyiapkan silabus/ kompetensi, asessor, bahan,
peralatan yang dibutuhkan dalam pelatihan kerja dan
TUK (Tempat Uji Kompetensi);

menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi baik
dengan off the job training maupun on the job training
berdasarkan peraturan yang berlaku dengan alur
persiapan, pelaksanaan dan evaluasi;

menyelenggarakan koordinasi lintas lembaga dan
kerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan
instruktur, bahan pelatihan serta sarana prasarana
pelatihan kerja;

menerbitkan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan
oleh UPTD Balai Latihan Kerja dan diketahui oleh
Kepala Dinas;

melaksanakan pengadaan, pemeliharaan,
pengembangan dan pendayagunaan sarana dan
prasarana pelatihan keterampilan kerja;

melaksanakan monitoring terhadap alumni peserta
pelatihan baik yang di dunia industri maupun yang
membuka usaha mandiri dan pembuatan Ilaporan
Pelatihan Berbasis Kompetensi,

melaksanakan Link and Match Balai Latihan Kerja
dengan Industri di daerah dalam bentuk kerjasama
dibidang  penempatan, on the job training
(pemagangan), pengembangan SDM Instruktur,
peralatan (hibah), sertifikasi dan skema pembiayaan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

. melaksanakan pembinaan dan bimbingan kegiatan
ketatausahaan UPTD Balai Latihan Kerja guna
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengelolaan sistem informasi UPTD
Balai Latihan Kerja sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
UPTD Balai Latihan Kerja dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut,

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan
transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desermber 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL;

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 111

Sahﬂan\sesum dengan aslinya,
KEPAT..A BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

A

| NURF.-'D S.H.. M.H.
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